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HMTZA! ARTIKELEN.DAN. Fumesa e
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:: E_f?__lj_,.Rudy Satrsyo M

"Haatzai An‘lkelen semntzasa men_]adt pera‘e—
batan yang kontroversial di kalangan praktisi
dan akademisi hukum. DalomKUHP "Haotzal
Artikelen” diatur dolam ‘pasal 154, pasal 156
dan pasai 156a. Ketentuan tersebut tidak terda-.
pat:di dolain Wetboek van Strafrechi yang ber-. -
laku di negara Belanda,: Ketentuan: "pasal ka-
retini® tetap dipertahankan di Indonesia dasar:
hukum UU No: 1/1945, Ketentuan tersebut ba-
nyak dipakai datam peradilan kasus-kasus poli-
tik. Sejumlah advokat menilei "Haatzoi Artike-
len? sudah "tidok sesuai dengan.alam kemer-
dekaan, yang menghendakz kepastmn kukum
dan keadzlan BEER .

Apakah yang dlmaksud dengan Haatzaal artlkelen itu? Adalah pasa1~pasa1
-daiam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya memuat
-ancaman sanksi:pidana bagi barang siapa menyatakan perasaan, penghmaan
kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu
dalam negara. Bagaimana caranya. menyatakan .perasaan tersebut? Hal itu
‘dapat dilakukan dengan-jalan tertulis atau dengan jalan lisan. Atau kalau hal
‘tersebut dilakukan -oleh. pers (dalam arti luas), dapat dilakukan dengan
mempergunakan media massa cetak. (surat kabar) atau medxa massa: elek-
tronik-(TV, Radio). - ;

- Dalam Kitab: Undang~undang Hukum Pldana (KUHP} Haatzaai Artikeien
diatur dalam pasal 154, Pasal 156 dan Pasal 156a. Kalau penulis tinjau dari
segi :sejarah pembuatannya, Haatzaai Artikelen tidak terdapat di dalam
‘Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negara Belanda, Seharusnya; karena
dalam pembuatan dan penerapan hukum untuk wilayah Indonesia sebagai
bagian dari wilayah jajahan Belanda waktu. itu dipergunakan asas konkor-
dansi, maka hukum yang dlterapkan di wxlayah Indonesza akan sama. dengan
hukum éi. Belanda, . : o U e
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Tentu timbul pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan antara Kitab
Undang-undang Hukum Pidan: 'f’(KUHP) yang berlaku di-Indonesia dengan
vang berlaku di Belanda?. ‘Hal ini. semuanya terpulang pada masalah politik
hukum yang dilaksanakan oleh pemermtah Belanda pada waktu itu. Sesung-
guhnya Haatzaai Artikelen berasal dari British Indian Penal Code. Pada
waktu it dianggap tepat untuk diterapkan 'di wilayah Indonesia dengan
alasan guna: :memerangi- aktivitas-aktivitas memerdekakan bangsa melalui
s }dan hsan) yang dﬂakukan oieh para pejuang

ngs pernah ada usaha unmk mema.snkan Haatzaa:
ng ada dalam Pasal 154 dan 156 ke dalam Wetboek van
tu suatu komisi yang disebut Commissie voor Privaat
ankan kepada Menteri Kehakiman Belanda, untuk
rtikelén ke dalam Wetboek van Strafrecht. Saran ter-
engan- alasan pemuatan . Haatzaai Artikelen akan
; _perasaan’ dan menghﬂangkan kebebasan materzai
'untuk menyatakan ‘pendapat dan pikiran. :

' Menterl Kehakiman, Belanda pada waktu itupun berpendapat bahwa pe~
kata penghlnaan ’kebencian atau permusuhan’ sebagaimana yang
:ada dalam Pasal ‘154 dan 156 dapat-ditafsirkan secara-luas dan fleksibel
sekali. Sehingga pasal-pasal tersebut dikenal juga dengan pasal karet. Pasal
yang dengan gampang diterapkan mengikuti perkembangan situasi dan kon-
disi kehidupan politik: bangsa Penilaian saat yang tepat untuk diterapkan
tergantung dari'penguasa. Karena penguasalah yang menentukan situasi dan
kondisi ‘politik-yang: baga:mana yang dzmgmkan untuk "suatu waktu dan
uutuk suatu-tempat. ——

“Contoh kasus‘yang menank dalam penerapan Haatzaa: Amkeien dalam
Jaman ‘Pemerintahan Hindia Belanda adalah dijeratnya empat tokoh: dari
Partai Nasionalis Indonesia (PNT), yakni Soekarno, Gatot Mangkoediprodjo
(Sekretaris I), ‘Maskoen (Sekretaris TI), dan Soepradinata ‘(Kandidat pro-
paganda) dan kemudian diajukan ke Landraad Bandung pada Agustus:1930.

“ Dalam alam Indonesia 'yang telah merdeka, ternyata Haatzaai Artikelen
secara tegas tetap dipertahankan; yaitu dengan dasar hukum Undang-undang
No: 1 Tahun 1945, Hanya sedikit merubah kata-kata "Nederland of Neder-
landsch-Indie” diganti ‘dengan ‘kata' "Indonesia”. Keinginan untuk tetap
mempeﬁahankan Haatzaai Artikelen - dalam hal ini pasal 154 - menggam-
barkan bahwa penguaSa TIndonesia belum bisa menerima adanya pendapat
‘atau’ pikiran yang béerbeda. Kalau ada péendapat atan pikiran yang berbeda
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dap: a al h penja;ah dengah yang ter_]ajah da!am s1tua51 ber; g
m' dekaan edang dalam alam n_lerdeka antara pen_guasa danrak-—.

) . P pasat
dang Hukum Pidana terkazt dengan ‘salah satu’ ﬁmgm dari pe;
yang hak kritik. ‘Rumusan ‘secara lengkap dan pasal ‘154 tersebut dalah
sebagai berikut: < -
*Barang siapa di depan umum menyatekan perasaan pennusuhan ke~
bencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana
dengan pen_;ara selama-lamanya tujuh rahun atau denda setmggz-
tingginya empat ribu lima ratus rupich*: " P
Dari rumusan pasal 154 itu terdapat taga unsur yang utama yaltu B
1. unsurdi depan umum;
2. menyatakan [perasaan permusuhan
3. terhadap pemerintah Indonesia: . i -
Pengertian unsur di depan umum, tld&k periu bahwa si peiaku mela-
kukannya di {empat-tempat umum, yaitu tempat-tempat yang dapat didatangi
oleh " setiap - ‘orang, “tetapi-cukup jika pernyataan perasaan permusthan, -
kebencian atau merendatikan ‘dapat didengar oleh publik. Unsur di depan’
umum ini adalah merupakan unsur yang paling menenmkan apakah perbuatan k.
seseorang dapat dikenakan pasal ini atau tidak." & -
* Pengertian “unsur ‘menyatakan ‘perasaan permusuhan kebenc:an atau‘
merendahkan, bisa juga diartikan sebagai memberitahukan, menunjukkan
atat men_;elaskan perasaan permusuhan, kebencian ‘atau merendahkan, Per-
musuhan berarti'si pelaku menganggap bahwa pemermtah Indonasaa adalah ™
sebagai musuh atau pemerintah Indonesia dengan melihat apa yang si pelaku
nyatakan, ‘si pelaku telah memusuhi: pemermtah Indonesia atau ‘pemerintah -
Indonesia dengan melihat apa yang: pelaku nyatakan, ‘si‘pelaku telah benéi
dengan pemerintah Indonesia.-Demikian ‘juga dengan pengertian merendahi= -
kan. Jadi penilaian tentang ada atau tidak adanya unsur perasaan per-
musuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia tidak
tergantung pada penilaian si yang menyatakan perasaan akan tetapi juga pada
penilaian-yang diberikan-oleh pihak pemerintah Indonesia. Jadi bisa terjadi
menurut nenilaian 81 vane menvatakan Nneracaan atac amacirame e @kl

_ :an' penghmaan
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tapi men rut kacamata pemermtah apa yang dmyatakan oieh si yang: menya— :

(I ) kPreslden dan Menten-menre' bersama—sama merupakan pemev.:
rintah, . . - : i
(2) Di mana—mana dalam konsmus: ini disebur Pemerzma}z maka;___
yang dimaksud.adalah Presiden dengan seorang atau beberapa..
atau para Menteri, yang menurut Ianggung]awab khusus atau.:
ranggung]awab umum mereka itu. BeHY e el ;

Rumusa asal ] _‘6 hampu' sama- engan rumusan pasal 154 Hanya sajae__
- ':akhlr dalam -pasal. 154 . ‘yaitu pemerintah Indonesia diganti -
dengan kata-kata "satu.atau . lebih golongau penduduk- Indonesia”. Yang .
termasuk sebagai golongan penduduk JIndonesia adalah berdasarkan -ras, -
kebangsaan, agama,_ asal-usul keturunan atau kedudukan menurut hukum
tatanegara, . :
Jika. Haatzaa; Amkelen dxkazt dengan medla massa maka pertama-tama;-.
haru__s kita kctahu; terlebih-dahulu apa. fungsi dari media massa bagi negara
kita. Salah satu fungsi dari media massa (pers) kita adalah sebagaimana yang -
diatur di. dalam pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 atau disebut -
dengan Undang-undang Pokok Pers. Isi dari pasal 3 undang-undang tersebut-;_;s_
secara. lengkap bunymya adalah sebagaz ber;kut R

Pasal 3

; ”Pers mempunyaz hakkontrol }mtzkdan koreksz yang berszﬂzt&orek»
tzf Adeon konsirulife. e e



- ""'Mengapa ‘hak kritik dari pers - tentunya dalam hai mx-knt:kikepa '
- 'pe enntah merupai_c_a_n fokus icejad:an‘? Hal ini disebabkan kritik - me

_"'se _gan krltik* 'leh pemenntah ‘Akan etapl_ :
tah ebagal- ernyataan perasaan permusuhan Ka :

mxlal pemyataan perasaan permusuhan oleh Demermtah terjerat
.'dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Pada kesempatan ini penuhs ingin
‘membahas kritik yang bagalmana yang seharusnya tldak dapat dlmiax sebagaa
'-pemyataan permusuhan X

"‘ti_k_ adalah merupakan baglan darl kebebasan untuk mengeluarkan pen-
dapat dan kebebasan untik berekspresx Kedua kebebasan tersebut adalah
merupakan sebagnan dari hak ‘asasi manusia, dan merupakan bagian yang
.fundamental'dau essenteei bagl suatu kehidupan demok:as; dalam negara
hukum. - _

Negara Indonesna yang telah menyatakan dmnya sebagax negara yang
'demokraus dari negara hukum,’ oléh para pendiri ‘negara ini tidak Iupa
mengatur hak tersebut dalam Undang—undang Dasar 1945, yaltu dalam pasal
128. Mesklpun sécara langsung ia belum’ mengandung suatu jaminan, meiam-
kan ia. menjadikan pengaturan lebxh lan_;ut dalam undang—‘undang yang lehlh
rendah hirarkinya. " 00

“Kritik sebagai bagian dari: kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan
kebebasan untuk’ bereksprm tidak saja sebagai syarat mutlak bagi adanya
negara ‘demokrasi dan’ negara hukum. ‘Melainkan ia juga diinginkan ‘oleh
agama. ‘Sebagai‘contoh dalam agama Islam ‘Nabi Muhammad SAW pernah
bersabda bahwa perlainan yang jujur dalam umat-Nya menyebabkan kerah-
matan. Dan ada Hadits'yang menceritakan sewaktu Nabi Muhammad SAW
ditanya oleh salzh seorang sahabatnya, maka perbuatan jihat yang lebih
tinggi, dijabat oleh Nabi: mengucapkan perkataan atau pendapat yang benar
di hadapan raja yang menyeleweng”.

Menurut Dr. Roesian Abdulgani;® kritik dlperbolehkan bahkan dlper-
lukan, ‘akan tetapi ia harus konstruktif sifatnya’ ‘Dalam mengadakan kritik,
pokok pangkalnya adalah dalam kritik harus dapat memberikan alternatif atau
ia harus dapat memberikan Jalan keliarnya; Pernyataan-pernyataan yang isi-
nya mengandung kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk yang mengan-
dung penghinaan, Dimana vang lebih nampak adalah biikan ana vang men-
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mkan n' mengkuahﬁs:r suatu pemyataan sebaoal krmk atau justru sebagal
penohmaan atan bahkan mungkm sebagai pernyataan perasaan permusuharn,
ncian: atan,-merendahkan. Pernyataan yang. kasar, dan tidak. zakeh_;k

1. "Disapprobation” ataupun "disapproval" i'erhadap tmdakan perbuatan
: .__5admxmstrat1f pemermtah adaiah d;perkenankaﬁ Terlarang adafah per-

2 _:_...,Dlsapp robanon: 'yang dii)erkenankan' menjads "disaffecnon }'ang ter-
“larang, apabila terdapat satu kecendrungan untuk meronarong kekuasaan
gt ..Pemermtah el | |

‘Menuduh pemerm‘sa}i bahwa ia tidak mempunyai moﬁf yaﬂg guy_r dan
..+ bermoral, bukanlah hak dari orang yang.mengeluarkan pernyataan demi-
;.n':;}cian _balk secara lisan maupun secara tertulis dalam surat kabar;. .«
4., Sxpvrkanankan setaap orang untuk mengemukakan pendapat, akan. tetaps
... kebebasan tersebut.tidak boleh d:salahgunakan untuk mﬂmgakan negara

-..atau orang. iam g
5: - Pernyataan - untuk menggantl pemermtah deﬂgan jalan konsntusmml
+i-adalah diperkenankan.. . -
.....Ja barn dilarang, apabila pemvataan—pemyataan demzk;an d:serﬂ al dengar:
maksud untuk menggerakkan orang untuk tidak mema{uhx hukum dan ti-
--.-dak Iagi mengakui kekuasaan yang sah; : g
6. --5Kr1t1k terhadap pemerintah dlperkenankan bahkan kritzk yang palmo
iy ;:keras sekalipun. Yang dilarang: adalah kritik - "calculated -to under-
.. minerespect of the Governmentin in such a way as to make peoplecease
.10 obey it and.obey the law, so that only anarchy. can follow; s
ritik ataupun mempergunakan slogan-slogan vang kasar terhadap seo-




" pernyataan tersebut b
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- yang .'Tﬂé.famato_ry'f (penghinaan) sifatnya,. Sedangkanekriﬁk.-ti@rh..afdab

-+ Rancangan Undang-undang dan Peraturan Menteri yang tergambar di da- .

. Di Amerika Serikat dikenal asas "Fair comment and criticism” sebagai
suatu defence; ada kemungkinan, bahwa pernyataan-pernyataan yang dike-
'luarkan Yo

“defamatory"

. kan diri pada asas "Fair comment and criticism". Ada 4 (empat) unsur dalam
defence tersebut yaitu: : . \.
1. “"Fair comment and criticism" hanya mengenai hal-hal yang perlu menda-
patkan perhatianumum; ... s
2. Iaharus mengandung suatu “Expression of opinion” dan tidak mengemu-
kakan suatu fakta belaka; . oo e ;

3. Comment yang fair itu berarti langsung tertuju kepada hal atauperbuatan
yang hendak dikomentari dan tidak diperkenankan untuk menjelek-jelek-
- kan motif dari orang yang hendak dikomentari, Syarat bahwa comment
itu harus fair tidak berarti ia harus dikemukakan secara lunak dan tidak
- keras dan juga tidak harus mewakili pendapatorang banyak. Yang harus
" diperhatikan adalah bahwa apa tindakan atan hal yang ingin dikritik atau
yang dikomentari patut atau layak untuk menjadi obyek yang harus dikri-
_ptikatau dikomentark; o o
4. " Kritik tidak boleh terdorong oleh "actual malice” atau kehidupan pribadi
. dan sifat tidak merupakan bagian dari apa yang dikritik, Akan tetapi
Jabatan pekerjaan dari orang yang dikritik tidak ditarang sebagai bagian

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, batasan antara kritik yang diperkenan-
kan dan yang dilarang dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

1. Kritik yang merupakan bagian dari "expression of opinion”, boleh
mengandung suatu yang sifatnya tidak setuju terhadap tindakan atau kebi-
jaksanaan dari pemerintah; : o :

2. Kritik. boleh mengemukakan pernyataan yang isinya tidak sefuju atas
RUY; o e

3. Kritik dapat difujukan pada kesalahan atau kekurangan yang nampak

pada lembaga-lembaga negara atau pada pejabat-pejabat umum;

Kritik boleh menganjurkan pergantian pemerintah secara konstitusional;

Kritik harus dilakukan dengan cara yang zakelizjk, sopan meskipun ia

dikemukakan dengan nada yang keras;

g - =

il

(penghinaan) sifatnya, akan tetapi apabila pernyataan- -
enar, maka orang yang bersangkutan dapat mendasar-
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] i _' 'jadl penghmaan formﬂ.apabﬂa ia dxiakukan de-
ncan jalan Xasar, tidak zakelijk dan tidak sopan; -"
8. ;K;mk yang dltujukan ternadap pejabat umum atau pemenni'ah dapat

da 'meragukan MOtiE dan orang' ;ang --h'éﬁdi}l{__dikrifil_;;'meny“_ _
‘gung karakier dan kehidupan pribadinya; "o G0l B T

Daftar Pustaka SH

Moeljatno Ke;ahatan Terhadap Ketemban Umum (open bare orde), } akarta
:-.._____.-:Bma Aksara 1984 s

Muhammad Herry }urnahsmelsiaml Surabaya Pustaka Progre551f 1992

Seno Adjl -Oemar Mass Medla dan Hukum Cet Kedua, Jakarta Erlangga

 pos Aspek~aspek Hikam. Ca _Keﬁ_-‘*iﬁ“-ﬁkafﬁé:ﬁEfiaﬁéga,.

| limunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan
| limunya seorang mukmin terletak pada amalnya.
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T!NJAESAN KONDISI PENDUEUK KOTA
. MEMLU% _?ENDEK&TAN KUALITAS HIDUP
( THE _ UﬁIJW OF LIFE -ﬁPPROACH}

;:':Edze Toet Heﬂdratno L Eal

Menurut penu!zs amkel ini; salak ‘Sat aspek
dari pembangunan kotg adalak masaloh kuali-
tas hidup dari masyaraketnya. Sehingga untuk
melihat seberapa jauh keberhasilan pemba-
ngunan sunty kota harus dilihet melolui kuali-"
tas hidup masyamkat Iicota tersebut dalam ku-

yang :e!ah ddakukan. B

Pengantar

*‘Pembicaraan  atau “kajian’ mengenal kondisi masyarakat kota sangat
penting untuk dilakukan mengingat peran kota sebagal pusat’_dari
pemermtahan kegxatan ekonomi dan kompleks dari berbagal masalah sosial.
Pengaruh pembanounan kota kepada” imgkungan lebih besar dlbandmg
pengaruh pembangunan desa. Pertama karena pembangunan kota ‘merubah
keadaan fisik lingkungan alam menjadx lmgkungan buatan manusza Kedua,:
terhadap perubzhan lingkungan sosial masyarakat kota, yang semula hidup
lebih akrab dengan hubungan antar manusia, saling tolong menoiong men_;adl'
masing-masing” orang bempaya memecahkan masalahnya sendm»sendm
(me! Salim: 1991, hal. 3-9). - -

‘Kota dalam pengertiannya adalah sebiiah tempat pemukiman yang per-;

manen d@ﬂﬂﬂﬂ Frin mEr s Lrinen e rEretrn o o cnrn ] v 30 L s wreen g i gm i Y o S i LR
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. Rya. ' .
Dengan mengambii studi kasus Kotamadya Padang, Sumatera Barat, tu-
lisan ini berupaya mengangkatmasalah kualitas hidup masyarakat Kotamadya
}F’aml:;m‘y yang rentang waktunya antara tahun 1990 sampai dengan tahun
4 +ini sepenuhnya merupakan hasil dari studi hteratux

Pengukuraxa Kuai:.tas deup .

ai. ukuran tmgkat kuahtas hldup, teiah dlkemukakan
n-Chich Lin meialul suatu studmya padatahun 1970 yang
up 243 kota metropohtan di Amerika Serxkat {Adward
8). Dalam.. mengukur. kuahtas ‘hidup penduduk kota
enggunakan 5 komponen dasar yaitu: (a) Kom-
uran pada, tmgkat pendapatan daerah, (b} Komponen_
da profesionalisme pemermtah lokal, partisipasi
penduduk dalam kegiatan sosial masyarakat, (c) Komponen ngkungan'
pengukuran pada kualitas udara, air dan suara, (d) Komponen Kesehatan dan
Pendidikan, pengukuran pada sarana. kesehatan serta tingkat kelahiran dan
~ kematian bayi, tingkat pendidikan penduduk dan sarana pendidikan, serta (e)
Komponen Sosial, pengukuran pada diskriminatif gender, tingkat knmmahtas
yang terjadi di rnasyarakat y .
Darj kelima komponen tersebut, semua kompenen akan saya ukur dangan;
axkan dan memodifikasi data _yang tersedia. Komponen-komponen
terse it adalah (a) Komprmen Ekonomx dengan pengukuran laju pertum-.
buhan. penduduk domesnk bruto regmnal dan.perkembangan. jumlah peru-
sahaan. dagang yang ada, (b) Komponen Politik, dengan pengukuran pada.-
tingkat pendad;kan pegawal negeri, jumlah pemilih dan suara yang masuk
pada pemilihan umum, (c) Komponen Lingkungan, dengan pengukuran kua-.
litas air sungai, (d) Komponen Kesehatan dan Pendidikan, dengan peng-.
ukuran sarana kesehatan (Puskesmas) yang tersedia dan tenaga - medis,
kelahiran bavi mafi atau hidup.dan sarsna nendidikan vane ada  Terakhie
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klan _ ebeium saya menguralkan pengukuran kuahtas hidup masyarakat k '__a'-"
madya Padang, ada balknya bila sedlklt kita mengenal mengenai kotamadya
-Padang ‘tersebut, 8 :

Sekﬂas-Kemmadya Pauang :

cuKotamadya ?adang terietak pada G 54’ 3 1 08 ‘LSdan 1(}0 §.7’ - 1@0_34’
BT dengan luas daerah seluruhnya 694:96 Xm2. ‘Tingkat Kemiringan tanah-
nya beraneka ragam, mulai:dari daerah perbukitan hingga daerah perkotaan
dengan rincian 180:Km2 yang efekiif’ {(digunakan sebagai tempat berdxrmya
bangunan;jalan . dan lahan pertaman), sedangkan 434 63 kmz mempakan
daerah ;perbukitan; - :

- Selain’ sebagai: Kotamadya kota Padang 3uga merupakan kota dxmana
letak pusat:pemerintahan, Propinsi Sumatera Barat; ‘Batas-batas ‘wilayahnya
mehpun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Parxaman,

berbatasan dengan Kabupaten Pe3131r Selatan dan dl sebeiah Barat me;
bentang Samudera:indonesia.: e
- Kota Padang dengan pelabuhan Muaro-nya dlperkirakan telah mulai
kembang ‘sejak vabad - ke-14, ‘bersamaan dengan masa  kejayaan Kerajaan
Pagaruyung-atau kerajaan Minangkabau. Pada saat-itu kota Padang menjadi .
sebuah: kota Pelabuhandagang sekaligus-sebagai’ pintu ‘gerbang tempat
turunnya rempah-rempah dari daerah pedalaman, disamping 3 pelabuhan -
lainnya yang-ada yakni Penyalinan, Pariaman dan Pelabuhan Tiku.

-+ Bangsa-bangsa Eropa seperti-Portugis, :Spanyol; Inggris dan Belanda
pada‘saatiitu berupaya masuk untuk melakukan perdagangan:: Sebagai salah
satu negara imperalis yaitu Belanda tidak hanya berdagang; tétapi berupaya
pula‘menguasai: Kota Padang: Untuk itu' Belanda berusaha mempengaruhi
penguasa Kerajaan Minangkabau. Atas usaha itu Abraham Verpreet kepala
VOC saat itu sampai diberi gelar "Yang Dipertuan Gagah" dan sekaligus
menjadi "Wakil Mutlak Raja" Minangkabau. Akibat dari hal ini Abraham
Verpreet berhak mengadakan perjanjian dengan mengatasnamakan Raja.

Upaya mengukuhkan kekuasaan VOC.di Kota Padang dilakukan dengan
mendirikan benteng/loji di kawasan Muaro. Hal ini mengakibatkan kema-
rahan segenap- rakyat kota Padang.. Maka pada- tanggal 7 Agustus: 1969
malam, . ribuan .rakyat- Pauh; . Koto Tengah -dan sebagian rakyat di:kota:
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Untuk: meﬁgmgat peristiwa tersebut; maka:melalui: Surat: Keputusan Wali-
kotamadya-,Padang Nomor::188:45.2.25/SK.SEK/1986 ditetapkanitanggal 7
 gushus '?---"Harx Jadl".;i{ota Padang {Pemda Kodya Padang 1995 '

Berdasarkan hasﬁ sensus penduduk pada tahun 1990 penduduk Kota~
madya Padang’ ber_;umiah 703.893 jiwa. Dari jumlah ini 353.585 adalah
~ wanita dan 350,308 pria. Laju peﬁambahan penduduknya rata-rata 2.76%
 per iahun, Jika dibandingkan dengan:luas ‘wilayzhnya (694.96 Km2) maka

kepadatan penduduk Kotamadya Padang mencapai 1.013 jiwa per Km2 dan
menempati - kotamadya/kabupaten - terpadat dz ?ropmm Sumatera Barat :
(Pemda Kodya Padang:-1994; hal:25);. :

+:Sebagai kota dimana- terletak peiabuhan Samudera sejak dahulu para
pedagang rempah-rempah dimasa laln juga ada :yang.berasal dari daerah
Parsi yang beragama Islam: Selain itu letak yang berdekatan dengan kerajaan
Islam Samudera Pasai di Aceh, mempengaruhi komposisi agama penduduk:
Pada tahun 1990 pepduduk Kotamadya Padang yang beragama Islam adalah
98%.,: Knsten-& 6% Hmdn 0 003% dan Budha 0, 26% dar; seluruh Jumlah
penduduk .

~Dalam per_]alanan waktu sampax saat ini; Kotamadya Padang teiah ber—
hasxl meraih beberapa penwhargaan dari Pemerintah RI: Diantaranya-adalah
penghargaan Adipura atas prestasmya dalam peningkatan perbaikan keber-
sihan kota.  Oleh 'sebab kota-ini dapat mempertahankan prestasi tersebut
selama lebih dari 5'tahun; maka penghargaan ini meningkat:menjadi Adipura
Kencana, Begitupula atas prestasinya di-dalam bidang ketertiban lalu lintas
kota; sejak tahun 1992 kotamadya Padang Juga telah mendapat penghargaan
Wahana' Tata Nugraha.: 0 :

Prestasi-prestasi: ‘yang . telah: dxcapai Kotamadya Padang tersebnt tadak’
terlepas dari kesatuan kerjasama tiga golongan penduduk kota, yaitu pemuka
adat, alim ulama-dan-golongan cendekiawan: Ketiga golongan penduduk-ini;
merupakan golonganpenduduk yang dihormati-dan disegani oleh masyarakat-
Kotamadya Padang, sehmgga melaim merekalah pendekatan oieh pemermtah:
setempat diiakukan S Car

" Kualitas Hidup Penduduk
o Kotamadya Padang

Daiam usaha mengadakan pengukuran kualitas hidup penduduk Kota-
madya Padaneg: maka ¥omponen-komnonen nenenkirannva dieaiilban dalam
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it Ll tampak-;bahwa perkembangan produk Domes~
tak eglonal 'Bruto Kotamadya Padang cukup pesat. Selama tahun :
___sampal:-dengan.-tahun 1992. pe_r_t_umbuhannya rata-rata 8.71%. Bidang ang
paling besar memberikan kontribusi adalah perdagangan. Sedangkan per-
‘kembangan jumlah ‘perusahaan: daiam 5 tahun terakhxr pada ‘tabe
-tampaknya juga cukup' 25ar, T

01. | Pertanian
02. Pemmbangan
03 Industri ‘

H2075: '-.-Perdagangan
08. .1 Bank/Lembags . : ke Lo S P
| Kevangan 5,56 5,57 . 5,59 . 10,80

09. .} Pemerinahen [ 948 | sea. | 674 . 1250,
10. | SewaRumah 2,14 2,83 399 9,10
o j Jsagasa.  © |- 796 | &52. ] waus | 1340

* Sumbee; Pad;'mg dafam Ax_.agka 1594, ha’l 266~

Tabel 120 o o
Jumlah Perusaha:m Perdagangzm Menurut Skala Usaha

15993 7!2

--3-982-4. Y 142 - 212,836,

- ':".”Sumber Padang Daiam Angka 1994 hai !63

2. Komporzen Polzrzk :

Menurut Ben Chich Liu, ukiran kualitas penduduk dalam bidang politik
terletak pada profesmnahsme pemerintahan lokal yang dalam tulisan ini
diukur melalui tingkat pendidikan pegawai pemerintah di lingkungan Peme-
rintah Daerah Kotamadva Padane-Alscan diambilnva indikaror finalat mon.
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dndskan untuk mengukur profesionalisme aparat pemermtahan lokal, k&ena
: aSan profesxonahsme aparat pemermtah daerah tersebut dlpen aruhs oleh

/ P _

- profesion: 1éme para karyawan tersebut ‘Sementara jumlah suara yang masuk

dalam Pemilihan Umum tahun 1982 mencapai 85,98% meningkat menjadz
93,78% pada tahun 1992, Jumlah i ini'mern _

dalam ukuran tmgkat partisipasi politik penduduk kotamadya Padang, apalagi

terdapat enmgkatan jurnlah uarg yang masuk sebanyak 7,8% selamakurun

: LY ) 03 Tabel2 i ! i
f ngkat Pendidikan Peg awa: PEMDA Kozamadya Padm;g

e S ¥ o

i 358 ‘-_‘gé_s 5?1.97;- 240 - .;:' 25# 2 3000
w92 |ass |1 | sl 2 | 2 | o] anes
1993 357 162 1.983 244% ¢ vasgeeel vl 2999
1994 293 161 2.104 ' "22!7' 399 4 3.182

Sumber: Padang dalam Angka 1994 hal. 18.

] " .__?abelz_z By
Jumiah Pemxhh d:m Suara yang Masuk pada ?ennhllau Umum

1982 259,331 222.984 85,98%
1987 . _319.356__ om0z | en08w
1§9z"':"3' 375, a7 '| 352 156 S e3,78%

Sumber Memon Pe!aksanaanTugas Wahkom Padang thal. Sla
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- Pendekatan Kudlisas:Hidup

: ya . )i Ba ang
Untuk: ungan'Batang.Ara ternyata mial BOD dan COID nya cukup,

. ciba 1 ang dapat
--:mempengaruht bxota al (;kan dan: m:kro orgamsme lamn a) Sem ntar_ _._tia__

1593 19 A el 22800 88 1 178

1594 1o 3 120 187

1992 65 6.988 7053 -

I N R

] 1ges 178 s
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Dalam bxdang sarana kesehatan selama 3 tahun (1991-1594) dalam TabeI
4 1. terhhat zer_;adl penmgkatan jumlah Pusat Kesehatan' Masyarakat (Pus-
:0;11%, sedangkan: 3umlah tenaga mechs 5uga mengaiama ‘
: y .% i

semua tmgkat pendxdxkan (dar; Taman Kanak—Kanakéthmgga Sekoiah Mene-
ngah Atas). Sementara kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan tercatat
pada Tabel 4.4, mayoritas (19,18%) tamatan SLTA. Suatu-jumiah yang cu-
kup baik untuk tingkat pendidikan penduduk suatu kota. :

. Menurut Tingkatan

1990 1 6413 -§9616 34404 | 38569 | 179.002

19914 F 736 | 116200 | 3s76s | 34345 | 189.400 |

Sumber ?adang dalam Angka 1594, hal. 5.

o Tasdad o=
Penduduk 10 Ta!nm ke Atas Tahun 3993
Menuwrut Pendidikan (dalam ribuany

17,6 1270 | 1196 | e5,7 | 1649 (a2 | e | ssa0

Sumber: Neraca Kualites Lingkungan Hidup Tahun 1904, hal, 54.

5. Komporzen Sosial T

Di dalam bidang knmmalltas yang merupakan tolok ukur komponen
sosial, tercatat daiarn Tabel 5.1. adanya penurunan jumiah kejahatan yang
terjadi di kotamadya Padang selama kurun waktu 5 tahun (1989 sampai

P Y.V LR . et R Ay TP . s R | L T L e Wit TLIT Y
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'embandmgkannya dengan kota-kota sejems lamnya :
Kota~kota di. Indonesxa, ciri perkembangannya dilatarbelakangi oleh per-:
kembangan kolomahsme\ ang mastk ke Indonesia di masa lalu, Hal ini tentu:
kan m unculnya gejala yang berbeda dari perkembangan tiap-:
tiap kota di __Indo esia. Misalnya bila kita membandingkan kota Padang.
dengan . kota. Jak Hans D;eter mencatat-bahwa integrasi kotamadya-
Padang ke dalam stem.dunia berjalan amat lambat,. -mengiringi:lambatnya:
perkembangan tmgkat perekonomzannya -jauh bxia d:bandmg dengan kota_;.
Jakarta (Hans:Dieter Evers: 1993, hal. 43-66). . s g

.Di sisi lainy cukup penting. eranya bila kita harus menoetahul seberapa-__
jauh perkembangan tmgkat kualitas hidup penduduk suatu kota-selama kurun:
waktu tertentu. Tesis yang.diajukan oleh Ben-Chich Liu tentang pendekatan-
pengukuran kualitas hidup penduduk kota melalui 5 komponen, mungkin satu-
cara jitu-untuk mengukur perkembangan kualitas hidup penduduk kota. Na--
mun demikian, -selanjutnya-akan muncul pertanyaan: apakah ke 5 komponen
tersebut benar-benar dapat. mewakih tingkat kualitas hidup. penduduk suatu.
kota ?.Hal ini dikarenakan deﬁnm konsep, tentang. "kualitas hidup kota.-
rnempakan suatn konsap yang bersifat multi dimensional. (Edward Krupat:.
1985, hal. 32). Misalkan, bila dalam komponen ekonomi (menurut Bend-
Chich Liu) suatu kota dianggap baik, hal ini tentu saja tidak memberikan
jaminan bahwa telah adanya kualitas hidup yang baik dalam bidang ekonomi
dari penduduk kota tersebut. Begitu pula gambaran mengenai ukuran yang
baik mengenai lingkungan, juga tidak menjamin kemantapan dalam bidang .
kesehatan -atau pendidikan. Becxtu pula dengan tingginya jumlah penduduk

T T . . O

lrnﬁ-o [R— mam—kn.-.l-n— R T T T "
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' ﬂadya Padang ya.ng berjumlah 93 78%, tentu saja tidak dapat dijadikan
_ _ likan politik penduduk kotamadya Padang
sudah’ berjalan dengan aak - Masih harus dikaji kembali apakah yang terjadi
di kotamadya. Padang tersebutadalah partxs:pa-m pohuk-at ‘mobilisasi politik
ayasa oleh para apararbirokrat setempat.

Eaia kita mehhat tingkat perkembangaa kualitas hidup penduduk Kota-
madya’ ?adang melatui sudut pandang pendekatan yang telah dibunat oleh Bep-
" Chich Liudi. muka (teﬂepas dari kritik yang. ditujukan kepada pendekatan
tersebut), maka secara umum kifa dapat esimpuian bahwa telah ter-
jadi peningkatan kualitas. .'mdup penduduk kotamadya Padang selama masa
tahun 1990-1994, Hal ini juga ditandai dengan diraihnya penghargaan dari
pihak Pemerintah Indonesia berupa "Adlpura Kencana" dan "Wahana Tata
Nugraha" terhadap kotamadya Padang:® -

Sebagai kota bandar di kawasan jalur Ialu lintas laut aniara benua Asia
dan Nus: 'tar_a dilatarb iakangz “olehkegiatan perdagangan rempah-rempah
dar siste kolonialisa: (d;masa 1ahy), kotamadya Padang ‘tumbuh: menjad;‘j
kota yang bersifat multi etnik, disamping kuatnya budaya Iokal yang tetap:
bertahan. (Hans-Dleter Evers; hal."133), Keberadaanbudaya lokal d;sampmg‘
budaya ‘asing™ yang- ‘datang sételah itu; menghasxlkan beragam smnbol yang"
mineul pada’ masyarakat’ kotamadya Padang (Freek Colombijn: 1994, hal.
330-333). Simbol-simbol ini menurut Freek' Colombljn dxantaranya dxwu;ud- :
kan’ méialu: hasil: ‘budaya’ ddlam bentuk kebudayaan matenal sepem m mi-
men, bentuk rumah‘adat dan sebagamya

Menurut saya, penyaluran hasrat’ yan g didorong oleh dasar budaya meru~
pakan’ kebutuhan yang amat esensial, mengingat tiap masyarakat pastl merm-
liki budaya yang hanis mereka: ekspresikan, Sampai seberapa bebas’ masya-
rakat tersebut dapat mengekspresnkan budaya mereka dalam bentuk yang le-
bih konkrit, saya pikir-dapat menjadi tolok ukur seberapa baik ualitas hidup
pemilik kebudayaan tersebut®dalam ‘pemenuhan kebutuhan mental mereka.”
Dengan perkataan lain, aspek kebebasan mengekspres1kan simbol-simbol bu-"
daya’ (sebagian atau keseluruhian) merupakan bagian dari kébutuhan hidup”
manusia yang Juga perlu dlukur untnk mengetahu: tlngkat kuahtas hidup darl'*-
pemmimya R
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